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ABSTRACT

In this journal, the author will discuss the odgj issues in Tasikmalaya City and how stakeholders in
Tasikmalaya City perform respect, protection and fulfillment of ODGJ rights. This research shows ODGJ
from various perspectives including the perspective of the community with the study of Laws and
Regulations, namely Law No. 19 of 2011 concerning the Convention on the Rights Person with
Disabilities / CRPD, where in the Law focuses on human rights values that must be applied in handling
ODGJ, such as recognition and elimination of discrimination and stigma against ODGJ. Theories used
in this study are the theory of Democracy and Human Rights and the concept of Public Policy. This
Journal will focus on discussing the presence of the state in handling ODGJ, in this case stakeholders
in Tastkmalaya City who have a relationship regarding ODGJ issues. The method used in this study is
Descriptive Qualitative with Interactive Analysis techniques. Where the results of the discussion of this
study are the implementation of respect for the Protection and Fulfillment of ODGJ Rights which cannot
be done optimally due to various factors. Communities/families with ODGJ members and stakeholders
are key in this research.

Keywords: Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ, Demokrasi dan HAM, Covention on the Rights Pesrons
with Disabilities/CRPD.

LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya dirasakan oleh warga negara yang
memiliki fisik dan psikis yang normal saja, tetapi perlu dirasakan juga oleh penyandang
disabilitas, yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, sensorik maupun
mental. Dalam kehidupan masyarakat, penyandang distabilitas tidak jarang mendapatkan
tindakan diskriminatif terkait dengan pemenuhan hak-hak yang sama dengan orang normal
pada umumnya, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, fasilitas publik,
bahkan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.
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Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penyandang diartikan sebagai orang yang
menderita sesuatu . Sedangkan disabilitas diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau
cedera) yang merusak atau keadaan yang membatasi kemampuan fisik dan mental
seseorang; atau ketidakmampuannya dalam melakukan hal-hal dengan cara yang normal
atau biasa . Akan tetapi tentu saja kedudukan dan hak penyandang disabilitas ini sama
dengan orang normal.

Bahwa sebagai negara demokrasi seharusnya seluruh hak-hak manusia baik itu ODGJ
harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam sistem Demokrasi penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia atau HAM menjadi dasar dalam pelaksanaan negara, HAM inilah
yang kemudian menjadi dasar hukum negara tersebut. HAM telah melekat pada diri manusia
sejak manusia tersebut masih dalam kandungan, memiliki sifat yang universal dan abadi
serta harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan, terlebih lagi bagi kelompok yang rentan
khususnya bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa atau MUPBB untuk mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention
on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas)
pada 13 Desember 2006 . Resolusi ditingkat global tersebut menuntut hak-hak penyandang
disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan
konvensi ini.

Adanya diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities/CRPD) merupakan titik awal menuju kemajuan dalam
meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi
ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan
mengatur mandat dan kewajiban bagi setiap negara dalam pemenuhan hak penyandang
disabilitas diantaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang
disability inclusive, penyedian reasonable accommodation dan aksesibilitas dari berbagai
sektor baik fisik maupun non-fisik

Penyandang Disabilitas dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia dimasukan ke dalam kelompok masyarakat yang rentan.
Kelompok rentan sebagaimana warga negara lainnya maka berhak mendapatkan
perlindungan. Diantara ragam penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas
mental (PDM) atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan salah satu kelompok
yang masih menerima stigma yang berat dimasyarakat, bahkan dilevel keluarga. Mereka
dianggap berbahaya, berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga harus dipasung,
diisolasi, dibuang atau dikosentrasikan pada tempat-tempat khusus atau sering disebut panti
untuk ditampung agar mereka tidak mengganggu masyarakat lainnya.

Penyandang disabilitas mental atau ODGJ ini lah yang seharusnya mendapat perlakuan
dan perhatian khusus, supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki
kehidupan yang baik seperti orang biasa, terkhusus ODGJ. Akan tetapi pada kenyataannya
implementasi dari Undang-undang atau aturan tentang pemenuhan hak-hak ODGJ] masih
kurang, bahkan jauh dari kata sudah baik. Tentu saja hal ini menjadi PR besar bagi negara
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dan keterbatasan dari pemerintah pusat. Maka dari itu pemerintah daerah sebagai terusan
dari pemerintah pusat harus bisa menyelesaikan PR tersebut. Sesuai dengan apa yang
tertuang di dalam UU No. 8 Tahun 2016 di mana peran pemerintah daerah sangatlah penting
dalam pengimplementasian UU tersebut, supaya pemenuhan hak-hak ODGJ] dapat
terselenggara dengan baik.

ODG]J patut untuk dihindari, karena dianggap berbahaya bahkan menijijikan. Pemikiran-
pemikiran tersebutlah yang juga membuat permasalahan ODGJ] disepelekan bahkan
dianggap tidak layak untuk ditangani. Hasilnya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan
pemenuhan hak terhadap ODGJ sesuai dengan mandat dari UU No. 19 Tahun 2011 yang
memuat CRPD dan UU No 8 Tahun 2016 tidak terealisasi dengan baik di Kota Tasikmalaya.
Sebab dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut lagi mengenai masalah tersebut dengan
judul penelitian NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN ODGJ DI KOTA
TASIKMALAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN
2011.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori utama yang digunakan untuk melakuan analisis penelitian ini ialah Teori kerangka
HAM dan Kebijakan Publik. Tentunya dengan kajian-kajian hukum atau peraturan perudang-
undangan. negara hukum harus memiliki dasar pengakuan HAM dalam setiap pelaksanaan
dan sistem yang dijalankan oleh negara tersebut.

Demokrasi dan HAM

Dalam hukum internasional pun terdapat hukum humaniter yang merepresentasikan
tentang hak asasi manusia. Hukum ini merupakan jaminan terhadap manusia yang
disebabkan oleh peperangan, dimana perang ini menyebabkan kerugian dan penderitaan
terhadap manusia. Dalam hukum humaniter ini terdapat hukum yang tertulis, dimana
menyebutkan bahwa dimana individu dan kelompok ini diberikan penghormatan (respect),
promosi (promote), difasilitasi (facilitate), disediakan (provide), dilindungi (protect) dan
dipenuhi (fulfillment) hak asasi manusianya. Hukum ini berlaku disetiap kondisi dan
dimanapun, hal tersebut dijelaskan oleh Pieter van Dijk.

Dimana dalam UU no 19 tahun 2011 tersebut memuat tentang persamaan dan non-
diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, pedidikan, kesehatan, kebebasan dari
penyiksaan dan prlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau
merendahkan martabat manusia, kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan
hingga partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, yang tentunya berkaitan dengan
pemenuhan hak-hak penyadang disabilitas.
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Kebijakan Publik

Kebijakan publik ini akan membeirikan pembahasan isu-isu dan persoalan yang perlu
untuk didefinisikan dan disusun, serta dimana pembahasan tersebut akan dikaji dalam
agenda kebijakan dan agenda politik. Tidak semua isu atau persoalan-persoalan yang terjadi
masuk kedalam agenda kebijakan. Hal ini diungkapkan secara rinci oleh Lester dan Stewart
mengenai isu atau persoalan yang perlu mendapat perhatian, yakni:

a. Jika isu tersebut telah melampaui proporsi standar krisis dan tidak dapat dibiaran lebih
lama lagi;

b. Isu yang bersifat partikularis, dimana isu tersebut menjurus dan memperburuk isu yang
lebih besar;

c. Terdapat aspek emosional dan menyedot perhatian media massa disebabkan Auman
interest, bersangkutan dengan hak dasar manusia;

d. Memunculkan pertanyaan terhadap kekuasaan, legitimasi dan masyarakat;

e. Dilain sisi isu tersebut sedang diamati oleh banyak orang.

METODE

Penelitian ini menggunakan kulitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui kejadian-
kejadian yang menimpa subyek penelitian, contohnya tindakan-tindakan atas dasar persepsi,
motivasi atau perilaku dan lainnya secara holistik dan dideskripsikan atau dijelaskan dengan
menggunakan kata-kata serta bahasa dalam bahasan ilmiah menggunakan metode ilmiah
lainnya .

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana penelitian ini akan
berfokus pada penanganan permasalahan ODGJ di Kota Tasikmalaya. Teknik yang digunakan
dalam pemilihan informan atau sasaran penelitian ialah teknik Purposive sampling dan
snowball sampling. Dengan sasaran penelitian yakni Dinsos, Dinkes, DPRD Komisi IV, Satpol
PP Kota Tasikmalaya, dan Yayasan Mentari Hati. Dalam teknik snowball sampling penelitian ini
mendapatkan informan dari puskesmas dan mantan PDM.

Penelitian ini melakukan observasi dan wawancara serta dokumentasi guna mendapatkan
data yang lengkap. Dimana data ini akan di uji validitasnya melalui triangulasi sumber yang
dipaparkan oleh Patton dengan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah model
analisis interaktif dari Milles dan Huberman.

Data-data yang telah diperoleh nantinya akan diproses untuk direduksi, kemudian data
disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan serta dilakukan verifikasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memuat pengertian mengenai
Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan terhadap penyandang disibilitas.
Penghormatan ialah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas
dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Sedangkan pelindungan merupakan
upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak
penyandang disabilitas. Serta pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi,
melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.

Analisis terhadap permasalahan ODG] ini berdasarkan data yang didapatkan dan juga
hasil wawancara mendalam dengan informan perihal penghormatan, pelindungan dan
pemenuhan hak ODGJ sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.
Dimana dari data yang telah penulis dapatkan pada tahun 2019 dari Dinas Sosial dan Dinas
Kesehatan, telah mengantongi jumlah ODGJ yang terdata di Kota Tasikmalaya. Dimana dari
data yang di dapat, ada 506 ODGJ yang berada di Kota Tasikmalaya belum termasuk ODGJ
yang berada di Yayasan Mentari Hati, dimana ODGJ] yang berada di Yayasan Mnetari Hati
terdapat 178 ODGJ. Data tersebut berdasarkan data pada akhir dari tahun 2019 serta
tentunya bukanlah jumlah yang sedikit.

Menurut Lester dan Stewart dalam Public Policy: Penganar Teori dan Praktik Analisis
Kebijakan oleh Wayne Parsons (2011: hal. 1) mengatakan bahwa ketika ada suatu masalah
yang harus segera ditangani melalui sebuah kebijakan ialah ketika masalah tersebut dialami
oleh banyak orang dan berdampak kepada orang lain, serta dimana masalah tersebut banyak
disorot oleh media dari berbagai kalangan. Permasalahan ODGJ di Kota Tasikmalaya ini telah
mendaptkan perhatian dari bebearpa youtuber terkenal di Indonesia, antara lain kanal
youtube dengan nama kaka nugraha dengan 68,8 ribu pengikut, Rian TV dengan jumlah
pengikut sebanyak 4,61 juta dan deHakims yang merupakan kanal youtube dari artis Irfan
Hakim, dimana kanal youtube nya telah mencapai 7,92 juta pengikut.

Pada data terbaru mengenai ODGJ di tahun 2021 di Kota Tasikmalaya bertambah
jumlahnya menjadi 926 yang artinya mengalami peningkatan sebanyak 83%. ODGJ di
Yayasan Mentari Hati pun mengalami peningkatan menjadi 235 orang atau sebanyak
32,02%. Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan didapatkan faktor yang
menyebabkan ODGJ ini meningkat di Kota Tasikmalaya, faktor tersebut ialah:

» Masalah ekonomi;
» Masalah sosial;
» Masalah pendidikan dan kesehatan.

Penghormatan Hak Dasar ODGJ di Kota Tasikmalaya

Ketika Indonesia mentandatangani konvensi atau CRPD ini, artinya Indonesia
berkomitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2011 ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam berkomitmen untuk peningkatan serta
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pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Jelas bahwa dalam Undang-Undang ini
pengakuan terhadap penyandang disabilitas terhadap harga diri dan nilai serta hak yang
sama terhadap mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, sensorik dan tentunya
mental. Dalam hal ini diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap
martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Menekankan perhatian dan penanganan terhadap isu-isu disabilitas merupakan bagian
integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan. Kebebasan
Individu disabilitas dalam menentukan pilihannya untuk kepentingan pemajuan taraf hidup
mereka. Diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan komponen penting dalan
menghormati hak-hak penyandang disabilitas atau ODGJ ini, hal ini bersangkutan dengan
tidak nya melakukan pengucilan, pembedaan atau pembatasan terhadap ODGJ] yang
menyebabkan mereka tidak bisa mengakses atas hak-hak mereka dan hal-hal yang
bersangkutan dengan pemajuannya.

Tanggapan dan pandangan masyarakat inilah yang menyebabkan ODGJ-ODGJ di Kota
Tasikmalaya masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi, yang menyebabkan mereka
terkucilkan dan berujung tidak terdata nya mereka dalam catatan sipil. Hal ini pun
menyebabkan mereka tidak dapat mengakses ke bidang kesehatan, serta memperparah
keadaan mereka. Hal ini pun menjadi salah satu faktor ODGJ] di Kota Tasikmalaya tidak
mengalami penurunan jumlah.

Pelindungan ODGJ Beserta Hak-haknya

Masalah steriotip dan stigma negatif terhadap ODGJ merupakan hal yang serius, serta
patut dihilangkan, oleh karena itu dalam pasal tersebut dijelaskan harus adanya tindak lanjut
dari pemerintah atau stakeholder untuk melakukan kampanye dalam hal memberikan
pengetahuan dan pemahaman mengenai ODGJ]. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 54
Tahun 2011 juga dijelaskan bahwasanya harus ada dukungan dari media untuk hal kampanye
peningkatan kesadaran, bahkan disebutkan dalam pasal tersebut pemberian pemahaman
mengenai ODGJ atau kesehatan mental harus diberikan dari sejak dini.

Pelindungan terhadap ODGJ ini benar-benar harus dilakukan oleh Pemerintah Kota
Tasikmalaya berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 2011 dan Undang-ndang Nomor
8 Tahun 2016. Disebutkan dalam Undang-undang tersebut ODG atau penyandang disabilitas
yang memiliki potensi untuk kembali produktif harus diakomodir secara baik dan benar.
Dimulai dari proses pendataan sampai dengan pemulihan kehiudpan sosialnya. Akan tetapi
hal ini belum terlihat secara signifikan.

Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa adanya komunikasi yang kurang antara Dinas
Sosial, Dinas Kesehatan, dan DPRD Kota Tasikmalaya perihal ODGJ. Hak dasar bagi ODGJ
yang terdapat dalam Undang-undang yakni pendataan telah dilakukan secara maksimal oleh
Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial akan tetapi keberlanjutan mengenai hal tersebut belum
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dilakukan secara maksimal. Data yang telah ada mengenai ODGJ] difokuskan untuk
pembuatan KIS atau Kartu Indonesia Sehat.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ODGJ menjadi hal penting yang
harus dilakukan juga agar ODGJ-ODG] ini dapat dengan mudah mengakses hak-hak mereka
sebagai kelompok PMKS. Stigma-stigma dan steriotip terhadap ODGJ] harus diperbaiki,
pemberian edukasi mengenai kesehatan mental juga harus diberikan sejak dini, sesuai
dengan amanah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 pasal 8.

Pemenuhan Hak-hak ODGJ]

Dari data Dinas Kesehatan ODGJ] di Kota Tasikmalaya ini banyak disebabkan oleh faktor
eksternal, sepertki karena masalah ekonomi dan masalah sosial. Oleh karena itu ODGJ ini
memiliki potensi yang sangat besar untuk kembali normal dan menjalani hidupnya seperti
biasa. Apalagi kita tahu ODGJ di Kota Tasikmalaya ini banyak berada di usia produktif, artinya
memiliki potensi yang besar untuk pembangunan kota Tasikmalaya.

Akses terhadap fasilitas kesehatan untuk kesembuhan ODGJ ini artinya sangatlah
penting. Dalam UU No.19 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016 serta Permenkes No.54 Tahun
2017, sudah jelas bawha akses kesehatan untuk ODGJ] atau penyandang disabilitas
merupakan hak dasar mereka yang harus dipenuhi. Kesembuhan ODG] ini bukan lah sakit
yang bisa disembuhkan dengan mudah dan jangka waktu yang pendek. Butuh proses yang
panjang dan jangka waktu yang lama untuk penyembuhan ODGJ atau sakit mental ini.

Pengobatan terhadap ODGJ merupakan kunci utama dalam penyembuhan mereka, juga
sekarang pemerintah telah memberikan pengobatan geratis bagi ODGJ melalui KIS, tidak
seperti dahulu. Dengan KIS ODGJ-ODG] ini dapat berobat dengan geratis, karena faktanya
ODGJ-ODG] di Kota Tasikmalaya ini memiliki masalah ekonomi atau berada dikelompok
ekonomi menengah kebawah. Akan tetapi pembuatan KIS bagi ODGJ di Kota Tasikmalaya
masih sering mengalami hambatan, antara lain:

a. Tidak terdaftar di pencatatan sipil sebagai warga negara, dimana keluarga dari ODGJ
tidak memasukan ODGJ] tersebut ke dalam Kartu Keluarga ataun KK, atau tidak
mendaptarkan mereka di pencatatan sipil;

b. Belum pahamnya masyarakat akan infromasi mengenai KIS, mulai dari proses
administrasi nya hingga kepenggunaanya;

c. Ketidakmauan keluarga yang memiliki ODGJ untuk dibuatkan KIS, hal ini disampaikan
oleh pihak dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan;

d. Sosialisasi mengenau KIS yang belum dilakuakn secara maksiamal.

Permasalahan ODGJ ini tidak hanya dibeban kan ke satu lembaga saja tetapi berbagai
lembaga atau pihak harus saling bekerja sama. Hal ini beralasan karena pemenuhan hak dari
seorang individu yang mengalami sakit, apalagi sakitnya atau penyakitnya dipandang buruk
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atau memiliki stigma yang tidak baik, artinya harus dilakukan oleh berbagai pihak tanpa
terkecuali.

Kehadiran Negara Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak
ODGJ di Kota Tasikmalaya

Negara dalam hal ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi
pelayanan. Siagian mengungkapkan bahwa:

"Fungsi Pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai suatu negara
hukum atau legal state, sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat Negara
sebgai suatu Negara kesejahteraan atau welfare state. Baik fungsi pengaturan maupun
pelayanan menyangkus semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dan pelaksanaanya dipercayakan kepada aparatur pemerintah
tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua
fungsi tersebut”.

Kedua fungsi tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintah atau negara bertanggung
jawab atas segala yang dibutuhkan dan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas
termasuk ODGJ. Sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 bahwasanya
negara atau pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak penyadang disabilitas
agar terhindar dari pelangaran HAM atau menekan angka pelanggaran HAM terhadap
penyandang disabilitas dalam hal ini ODGJ.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan secara rinci negara dalam hal ini
pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah menjadi komponen penting
dalam penanganan ODGJ atau penyandang disabilitas. Pada Bab IV, Bagian Kesatu Umum
di Pasal 27, poin pertama berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. Pemerintah daerah atau
stakeholder di daerah yang berkitan dengan penanganan ODGJ artinya memiliki kewajiban
untuk melaksanakan hal-hal yang diamanahkan dalam undang-undang dalam penanganan
ODGJ.

Sudah dipastikan dalam penaganan ODG]J ini dilakukan dengan melalui kolaborasi lintas
program, lintas sektor, multidisiplin, dan berbagai pemangku kepentingan untuk pemajuan
kehidupan ODGJ, hal ini tertuang dalam Permenkes Nomor 54 Tahun 2017. Tidak kalah
penting keluarga dan masyarakat juga mempunyai andil yang sangat besar dalam penangana
pemajuan ODGJ ini. Tetunya dalam penanganan ODGJ ini diperlukan pemantauan secara
berkala, seperti dalam pembahasan sebelumnya bahwa pemulihan ODGJ baik kesehatan
mental dan fisik nya ataupun pemulihan sosialnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Dalam hal pemantaun untuk penangan ODGJ] ini, melalui supervisi yang merupakan
pembinaan dan pengarahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui aturan
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perundang-undangan atau pemerintah. Dimana pemerintah daerah provinsi atapun
pemerintah daerah Kabupaten/Kota menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
untuk melaksanakan amanah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan juga Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 54 Tahun
2017. Komunikasi, kordinasi dan kebijakan yang jelas akan menjadi kunci dari keberhasilan
kerja sama lintas sektor ini untuk penanganan ODGJ. Para pemangku jabatan ini harus
menjalan kan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, juga tidak saling tumpang tindih
ataupun saling melempar tugas tersebut ke lembaga lain yang bersangkutan dengan
penanganan ODGJ.

Gambar 4.5 Alur Pemantauan ODGJ Yang Dilakukan Oleh Pemangku Jabatan

Pemerintah pusat I

Pemerintah daerah
Supervisi (provinsi) Pelaporan

‘ Pemerintah daerah .

(kabupaten/kota)

Sumber: Permenkes No.54 Tahun 2017

Dalam gambar 4.5 dijelaskan mengenai alur kordinasi dalam penanganan ODGJ, dimana
pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bekerja sama dalam menangani
permasalahan ODG]J ini. Artinya lembaga-lembaga pemerintah baik pusat ataupun daerah,
dalam hal ini pemangku jabatan yang menangani ODGJ harus saling berkordinasi dan
berkomunikasi serta membuat kebijakan atau program yang dapat dilaksanakan secara
bersama-sama.

Kurang nya kordinasi antar lemabaga menjadi salah satu faktor penyebab ODGJ di Kota
Tasikmalaya mengalami peningkatan jumlah karena dalam hal penanganannya bisa
dikatakan lambat dan juga belum banyak tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang
berfokus terhadap ODGJ di Kota Tasikmalaya. Kehadiran negara dalam hal ini sudah ada
akan tetapi bisa dikatakan masih sangat kurang, ketika melihat urgensinitas terhadap
penanganan ODG]J ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup teori Demokrasi dan HAM serta Konsep
Kebijakan Publik. Penelitian ini membahas dan menganalisis penanganan masalah ODGJ
atau Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disebut juga PDM atau Penyandang Disabilitas
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Mental. Dimana dalam analisis ini penulis menggunakan kajian peraturan perundang-
undangan, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang CRPD atau Convention
on the Right Person with Disabilities atau Konvensi Hak-hak bagi Orang Penyandang
Disabilitas. Lokasi dalam penelitian ini ialah Kota Tasikmalaya, dengan wawancara
mendalam dan observasi terhadap pemangku-pemangku jabatan atau pihak-pihak yang
berhubungan dengan penanganan atau masalah ODGJ.

Fokus dalam analisis penelitian ini ialah kehadiran negara dalam penganganan ODG]J
serta urgensinitas permasalahan ODGJ ini untuk diatasai dan dipenuhi hak-haknya
berdasarkan UU No.19 Tahun 2011. Dimana kajian utamanya ialah Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak ODGJ di Kota Tasikmalaya berdasarkan UU CRPD.
Dalam aturan perundang-undangan tersebut sudah jelas bahwa Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak ODGJ] ini merupakan amanah yang harus dan wajib di
emban oleh negara dalam hal ini Pemerintahan Pusat ataupun Pemerintahan Daerah.
Kehadiran negara ini menjadi hal penting dalam penanganan ODGJ, dimana pemerintah
daerah atau pemangku jabatan ditingkat daerah menjadi kepanjangan tangan dari
pemerintah pusat. Artinya penelitian ini melakukan wawancara terhadap pemangku
jabatan di Kota Tasikmalaya berkenaan dengan penanganan ODGJ, yakni Dinas Sosial,
Dinas Kesehatan, DPRD Komisi IV, SATPOL PP, Yayasan Mentari Hati, Puskesman Kawalu
dan Pihak penyandang disabilitas mental.

Dari analisis yang telah dilakukan, pemasalahan ODGJ di Kota Tasikmlaya menjadi
lebih parah dari pada sebelumnya. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab
dalam hal ini masyarakat serta keluarga pun menjadi komponen yang sangat penting dan
strategis dalam penanganan ODGJ] ini. Dimana pemahaman masyarakat dan keluarga
mengenai ODGJ di Kota Tasikmalaya masih kurang. Pemasungan terhadap ODGJ hingga
saat ini pun ada yang pada tahun 2019 sudah cukup berkurang, pada tahun ini menjadi
bertambah lagi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan.

Sorotan permasalahan yang bersangkutan dengan HAM akan selalu menjadi
perhatian dan diutamkan dalam hal penanganan nya, serta ODGJ merupakan individu yang
harus dijamin haknya seperti warga negara lainnya. Akan tetapi perlu diingat juga ada
banyak faktor permasalahan ini tidak membaik seperti adanya covid-19 dan kesenjangan
sosial yang cukup tinggi di Kota Tasikmalaya. Artinya pembenahan masalah ini harus
dilakukan dari akar masalahnya, yakni masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak
stabil.
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